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ABSTRAK 
La Ode Alkasih, NIM : B111 11 169, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Perusakan Barang Yang Terjadi Dalam Aksi Demonstrasi 
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014)”. Dibimbing oleh  
H.M. Said Karim selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku 
Pembimbing II .  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di kota 
Makassar serta upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan perusakan barang  yang terjadi dalam aksi 
demonstrasi  di kota Makassar.  
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Pengadilan 
Negeri Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang 
diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan 
dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan 
dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. 
Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perusakan 
barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di kota Makassar adalah  
faktor ketidakpuasan pihak yang melakukan demonstrasi,adanya faktor 
pemaksaan kehendak, adanya profokasi dari pihak-pihak  tertentu, 
adanya faktor kepentingan tertentu dan memang sudah direncanakan 
sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi terjadinya kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam 
aksi demonstrasi di kota Makassar yaitu dengan memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat tentang demonstrasi yang baik dan benar sesuai 
undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan 
pendapat di muka umum, memfasilitasi demonstran dengan pihak atau 
instansi terkait sesuai dengan pihak sasaran demonstrasi tersebut, 
melakukan pendekatan persuasif kepada demonstran, Menurunkan tim 
pengaman sesuai dengan perkiraan jumlah demonstran, Ketika telah 
terjadi demonstrasi anarkis di lapangan maka pihak kepolisian langsung 
merespon dengan tindakan seperti mempergunakan peluru asap bahkan 
sampai peluru karet untuk melumpuhkan pelaku demonstrasi anarkis agar 
tidak menimbulkan akibat  yang lebih besar lagi, dan Melaksanakan 
proses  penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan jika telah terjadi kejahatan perusakan barang yang 
terjadi dalam aksi demonstrasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan 
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana ketentuan 
pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia 
adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum 
diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara (supremacy of law). 
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus 
ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. 
Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan 
kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, 
manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak 
merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-
rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai 
dan memenuhi kepentingannya itu.  
Berbicara mengenai konsep Negara hukum, ada satu hal yang 
tidak boleh ditinggalkan, yaitu demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam suatu 
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Negara yang menganut sistem demokrasi, hukum merupakan suatu hal 
yang sangat diprioritaskan dan keduanya tidak bisa dipisahkan.Hubungan 
antara hukum dan demokrasi dapat diibaratkan dengan dua sisi mata 
uang, dalam arti bahwa kualitas hukum suatu negara menentukan kualitas 
demokrasinya. Artinya, Negara-negara yang demokratis akan melahirkan 
pula hukum-hukum yang berwatak demokratis. 
Secara etimologi, Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu 
Demos yang berarti rakyat dan Cratos atau Cretein yang berarti 
pemerintahan atau kekuasaan. Jadi Demos-Cratos atau Demos-Cretein 
berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (A.Rasyid Rahman, 
2006 :42). Oleh sebab itu, rakyat mempunyai pengaruh dan peranan yang 
sangat penting dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu negara 
demokrasi dikenal bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. 
Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi 
dipegang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem 
pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang 
dijalankan oleh pemerintah. 
Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme 
kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara.Kedua konsepsi 
tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan, 
karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme 
kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, 
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sedangkan pada sisi yang lain negara hokum memberikan patokan bahwa 
yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. 
Salah satu prinsip dari Negara yang menganut sistem demokrasi 
adalah kemerdekaan menyampaikan gagasan atau ide-ide yang 
merupakan sarana bagi setiap warga Negara untuk mencapai tujuannya. 
Namun dalam menjalankan kemerdekaan menyampaikan gagasan atau 
ide-idenya masyarakat biasanya mengemukakannya dimuka umum atau 
biasa disebut demonstrasi. 
Demonstrasi secara konstitusional merupakan hak yang harus 
dilindungi oleh pemerintah. Di sisi lain, orang yang melakukan 
demonstrasi juga harus mentaati peraturan perundang-undangan lainnya 
yang berlaku. Dasar hukum demonstrasi adalah Pasal 28 Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 
Muka Umum. Sehingga para peserta demonstrasi memiliki legalitas dalam 
aksinya. 
Demonstrasi di negara demokrasi seperti Indonesia bukanlah hal 
yang baru, hal tersebut sudah sangat lazim digunakan sebagai wadah 
untuk menyampaikan aspirasi. Di berbagai Negara lain pun, demonstrasi 
seakan menjadi cara yang paling ampuh bagi masyarakat bawah yang 
terbungkam untuk menyuarakan aspirasi kepada penguasa. Khusus di 
Indonesia, semenjak demonstrasi besar-besaran yang digelar mahasiswa 
saat menggulingkan pemerintahan Orde Baru, semenjak itu pula 
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demonstrasi selalu menjadi peristiwa rutin yang menghiasi halaman 
pemberitaan di Indonesia. 
Aksi demonstrasi di negeri ini dianggap sebagai salah satu refleksi 
dari proses demokrasi karena demokrasi menghendaki adanya partisipasi 
masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan sehingga aksi 
tersebut dilakukan untuk menggambarkan suatu kebebasan berekspresi 
dan menyampaikan gagasan. Namun, sayangnya, demonstrasi terkadang 
dijadikan alat untuk memaksakan kehendak dari sekelompok orang 
terhadap otoritas tertentu, terlepas dari valid atau tidaknya tuntutan 
mereka tersebut. 
Selain itu, demonstrasi merupakan ekspresi dari sebuah kebebasan 
berpendapat, menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap suatu 
kebijakan yang disertai niat menegakkan keadilan membela 
kebenaran.Karena itu, dalam melakukan aksinya, mahasiswa sebagai 
kaum intelektual seharusnya menunjukkan sikap kritis dengan cara-cara 
yang intelek, elegan, dan bijaksana. Para demonstran harus memegang 
teguh prinsip etis (sesuai norma), analitis (memahami akar 
permasalahan), dan harus diikuti dengan pernyataan solutif sebagai 
masukan dan saran atas kekurangan yang ada karena kritikan tanpa 
saran konstruktif bagaikan sebuah teori yang tak didukung oleh dalil ilmiah 
yang valid. 
Kebebasan berpendapat tersebut harus berlandaskan pada nilai-
nilai religius dan etika budaya bangsa serta menaati peraturan hukum 
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yang berlaku sehingga dalam melakukan aksi tersebut tidak menimbulkan 
kerusakan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Apalagi, jika melihat demonstrasi akhir-akhir ini yang 
cenderung anarkis, ditambah lagi dengan tindakan represif dari pihak 
keamanan yang selalu berakhir ricuh. Maksud hati ingin memperjuangkan 
nasib rakyat, namun sayangnya, tidak sedikit rakyat yang menderita akibat 
aksi tersebut. 
Gejolak demonstrasi di berbagai penjuru tanah air tentu bukanlah 
sesuatu yang salah karena memang itu adalah sebuah konsekuensi atas 
pilahan dan kesepakatan kita yang telanjur menganut sistem demokrasi, 
yaitu setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk bebas berpendapat dan 
mengkritik sesuatu, termasuk kebijakan presiden sekalipun. Namun, satu 
hal yang harus dipahami bahwa kebebasan berpendapat dan mengkritisi 
sesuatu bukan berarti dengan seenak hati menghujat orang lain tanpa 
batas-batas etika dan kesopanan. Bukan pula dengan mengatasnamakan 
demokrasi lalu setiap orang bisa turun ke jalan berdemonstrasi sambil 
melakukan aksi anarkistis dengan merusak fasilatas umum dan 
mengganggu ketertiban lalu lintas sembari meneriakkan kebenaran dan 
keadilan. 
Pada dasarnya demonstrasi merupakan salah satu bentuk refleksi 
dari sistem demokrasi.Karena itu, sebagai warga negara, kita harus berani 
menyampaikan pendapat yang benar dan tidak takut mengkritik kebijakan 
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pemerintah yang merugikan rakyat, bahkan kepada pemimipin negara 
sekalipun. 
Hanya saja dalam prakteknya, demonstrasi biasanya tidak berjalan 
sesuai dengan apa yang diharapakan oleh yang melakukan demonstrasi. 
Oleh karena itu, demonstrasi biasanya berakhir dengan kericuhan yang 
mengarah pada perusakan barang.Perusakan barang diatur dalam Pasal-
Pasal 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 dan 170 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
Sungguh miris ketika demonstrasi yang selama ini dianggap 
sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat justru kini terkadang 
menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat itu sendiri. Aksi anarkis 
tanpa menghiraukan kepentingan publik terjadi dimana-mana, sehingga 
yang terjadi adalah demonstrasi dilakukan bukan untuk menyelematkan 
rakyat, tetapi malah merugikan rakyat. 
Sebagai contoh, seperti demonstrasi yang terjadi pada 7 November 
2014 yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) 
yang menuntut menolak kenaikan harga BBM dengan melakukan 
penutupan jalan dengan membakar ban bekas di Jl.A.P.Pettarani dan 
Jl.Hertasning Makassar, melakukan perusakan terhadap rambu-rambu 
lalu lintas, serta melakukan pelemparan terhadap petugas kepolisian 
dengan menggunakan batu. 
Tindakan perusakan barang merupakan perbuatan pidana. 
Demonstrasi yang berakhir dengan perusakan barang seringkali terdapat 
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adanya korban, baik itu dari pihak yang melakukan demonstrasi atau 
pihak yang mengamankan aksi demonstrasi yaitu polisi. 
Di Indonesia ada berbagai macam hukum yang berlaku, salah 
satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah 
atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 
Van Hamel dalam bukunya Inleding Studie Nederlands Strafrecht  
mendefenisikan hukum pidana sebagai berikut (Moeljatno, 2009:8 : 
”Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut 
oleh suatu Negara dalam menyeleggarakan ketertiban hukum 
(rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan 
hukum dan mengenakan suatu kepada yang melanggar larangan-
larangan tersebut”. 
 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
(Moeljatno, 2009:59). Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang oleh suatu perbuatan hukum suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa 
larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya 
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan 
yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang 
lain.Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, 
dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak kejadian yang 
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ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat 
itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak 
yang menunjuk pada dua keadaan konkret : pertama, adanya kejadian 
yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan 
kejadian itu. (Moeljatno, 2009:59).  
Berdasarkan uraian diatas, dan kenyataan bahwa demontrasi 
khususnya di Kota Makassar sering berakhir dengan kericuhan disertai 
dengan perusakan barang, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam yang nantinya akan tertuang dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Perusakan Barang Yang Terjadi 
Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012-
2014).” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di 
atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
perusakan barang dalam aksi demonstrasi di Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat 
kepolisian dalam menangani kejahatan perusakan barang yang 
terjadi dalam aksi demonstrasi di Kota Makassar ? 
 
 
 
 
 
9 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
perusakan barang dalam aksi demonstrasi di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan 
aparat kepolisian dalam menangani kejahatan perusakan 
barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di Kota Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana 
pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perusakan 
barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi. 
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan 
pengetahuan khususnya kepada saya (peneliti) dan umumnya 
bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum 
pidana bagi pelaku kejahatan perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi. 
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak 
hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi 
kedepannya pada kasus kejahatan perusakan barang yang 
terjadi dalam aksi demonstrasi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
 Kriminologi merupakan ilmu pengatahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard ( 1830-1911), seorang ahli antropologi asal 
Perancis. 
Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata “crime” yang berarti 
kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
adalah ilmu tentang kejahatan (A.S.Alam, 2010:1). 
Kriminologi merupakan ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, 
sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi 
kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. 
Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai 
berikut: 
Edwin H .Sutherland (A.S. Alam, 2010: 1), mengemukakan bahwa: 
“Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”. 
 
J. Constant (A.S. Alam, 2010:2 ), mengemukakan bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 
faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan 
dan penjahat”. 
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WME.Noach ( A. S. Alam, 2010:2 ), mengemukakan bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya”. 
 
Lebih lanjut menurut W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2003: 9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya 
suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan 
atau sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk 
mencapai tujuan. 
b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan 
dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara 
bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang 
satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan 
masing-masing segi didalam hubungan dan proses 
perkembangan keseluruhan. 
c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
obyeknya (hal yang diketahui). 
 
Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso dan Eve Achjani Zulfa, 
2003: 11), mengemukakan bahwa Pelaku kejahatan mempunyai andil 
atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan 
semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi 
adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat tersebut. 
Berdasarkan rumusan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kata kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki atau mempelajari. Selain 
itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai 
pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan 
12 
secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah 
selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan 
tersebut (reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, 
hanya dapat dibedakan. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di 
atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada 
dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk 
memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari 
tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering 
disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap 
kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan 
serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-
gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang 
merugikan atau membahayakan masyarakat luas.. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Topo Santoso (2003: 23), mengemukakan bahwa 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga 
sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya 
kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang 
dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan 
kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan 
jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 
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berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. 
Lanjut dalam Topo Santoso (2003: 12), objek studi Kriminologi 
meliputi Perbuatan yang disebut kejahatan, Pelaku kejahatan, Reaksi 
masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap 
pelakunya. 
Kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang 
undang- undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan 
umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. 
A.S. Alam (2010:17), membagi ruang lingkup kriminologi menjadi : 
kejahatan, penjahat dan sistem pemidanaan. Selain itu juga ia memberi 
batasan mengenai norma hukum khususnya norma hukum 
pidana,sebagai berikut : 
“Sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang 
yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik yang berlaku secara 
sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada 
pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh negara.” 
 
Menurut Bonger, (Topo Santoso, 2003:9-10) ruang lingkup 
kriminologi dibedakan atas kriminologi murni dan kriminologi terapan.: 
1) Ruang lingkup kriminologi murni meliputi : 
a) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, 
karakter dari sifat dan ciri tubuhnya, serta meneliti hubungan 
antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 
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b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
dan meneliti suatu kejahatan dari sudut kejiwaannya, apakah 
kejiwaan seseorang yang melahirkan kejahatan atau karena 
lingkungan atau sikap dari masyarakat yang mempengaruhi 
kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan. 
d) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan 
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Mempelajari bentuk-
bentuk sakit jiwa atau syaraf yang menimbulkan kejahatan dan 
bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan akibat sakit jiwa 
urat syaraf. 
e) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan 
meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi 
hukuman, dan melihat akibat hukuman terhadap penjahat 
tersebut yaitu menjadi warga yang baik, atau masih 
melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat 
kualitas kejahatannya. 
2) Ruang lingkup kriminologi terapan, meliputi: 
a) Higiene Kriminal. 
Tujuan dari higiene kriminal adalah untuk mencegah 
terjadinya kejahatan, maka usaha yang perlu dilakukan 
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pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara 
konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan. 
b) Politik Kriminal. 
Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para 
pengangguran yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai 
keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan 
program pendidikan dan keterampilan kepada para 
pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan 
menyediakan pekerjaan serta penampungan. 
c) Kriminalistik 
Untuk mengungkap suatu kejahatan dapat dilakukan dengan 
cara scientific seperti identifikasi, laboratorium kriminal, alat 
mengetes golongan darah, alat mengetes kebohongan, 
balistik, alat penentu keracunan, dan lain-lain. 
Selanjutnya Sutherland (Abdussalam, 2007:11) membagi ruang 
lingkup kriminologi antara lain: 
1) Sosiologi hukum 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan 
terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi 
perkembangan hukum pidana.Kepatuhan dan ketaatan 
masyarakat terhadap hukum positif atau peraturan perundang-
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undangan, serta meneliti norma-norma hukum positif dalam 
masyarakat yang menimbulkan kejahatan. 
2) Etiologi kejahatan 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan mencari sebab 
musabab kejahatan. Hal yang diteliti adalah latar belakang akibat 
serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui 
etiologi kejahatan tersebut dapat dilakukan pencegahan untuk 
meniadakan atau mengurangi kejahatan. 
3) Penologi 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti 
perkembangan penerapan hukum termasuk manfaat dan 
faedahnya bagi penjahat maupun masyarakat. 
 
B. Kejahatan 
 Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat 
kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu 
sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar 
tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.  
Secaraetimologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia 
yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, mencuri, 
merampok, menipu, korupsi dan lain-lain.Dalam pengertian yuridis 
membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh 
Negara. Adapun dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tidak dijelaskan pengertian kejahatan secara mendetail, akan tetapi 
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kejahatan itu diatur dalam buku dua KUHP yaitu Pasal 104 sampai 
dengan Pasal 488 KUHP. 
A.S. Alam (2010: 16-17), memberikan dua sudut pandang tentang 
kejahatan, yaitu sebagai berikut: 
1) Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view). Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu 
perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. 
Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita 
yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan 
wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan 
diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana 
Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat 
dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-
lainnya. Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari 
definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan 
yang berlaku. 
2) Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup di dalam masyarakat. 
Contoh di dalam hal ini adalah bila seseorang muslimin 
meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu 
merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat 
islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. 
 
Gerson W. Bawengan(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001 : 
27) membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-
masing, yaitu: 
1) Pengertian secara praktis 
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang 
merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, 
kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat 
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yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun 
pengecualian. 
2) Pengertian secara religius 
Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti 
kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan 
hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa. 
3) Pengertian secara yuridis 
Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat 
misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang 
disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum 
pidana Khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi, atau pada 
ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai 
kejahatan. 
Hampir sama dengan A.S. Alam dan Gerson W. Bawengan, 
A.Qirom Syamsuddin dan E. sumaryono (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan, 2001 : 18) memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai 
berikut: 
1) Segi sosiologi 
Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat 
dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya 
terletak pada perbuatan amoral yang dipandang secara objektif, 
yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan. 
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2) Segi psikologi 
Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap 
pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma- 
norma yang berlaku di masyarakat. 
3) Segi yuridis 
Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. 
Selain pendapat diatas, masih banyak pandangan ataupun 
pendapat lain dari beberapa ahli mengenai arti kejahatan, antara lain 
sebagai berikut: 
R. Soesilo (1985 : 13) dalam bukunya menyebutkan bahwa: 
“Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua perbuatan 
manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang 
disebutkan dalam KUHP. Misalnya pembunuhan adalah perbuatan 
yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPyang mengatur 
barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun (15 tahun)”. 
 
Adapun Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2003: 11) menekankan bahwa: 
“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh 
negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan 
terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai 
upaya pamungkas”. 
 
Selanjutnya W.A. Bonger(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2003: 14) menyatakan bahwa: 
“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar 
mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan 
kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal 
definitions) mengenai kejahatan”. 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat katakan bahwa kejahatan 
adalah suatu perbuatan yang tidak hanya pada pelanggaran peraturan 
perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi tetapi juga 
merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan 
masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan 
dan sebagainya. 
 
C. Perusakan Barang 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 :971) kata 
“Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” berarti 
sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan 
binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan 
merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga 
menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan Barang di dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai benda umum (segala 
sesuatu yang berwujud atau berjasad) baik itu cair maupun keras. 
Perusakan barang terdapat dalam buku kedua bab XXVII Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tergolong sebagai 
kejahatan. Perusakan barang termuat Pada Pasal 406 sampai Pasal 412 
KUHP, dan Pasal 170 KUHP. 
Pasal 406 KUHP : 
(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak 
membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat 
dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama 
sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara 
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selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. 
(2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan 
sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan 
membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau 
menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya 
kepunyaan orang lain. 
 
. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan (R. 
Soesilo, 1995 :279) : 
1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat 
sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu 
barang. 
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan 
sengaja dan dengan melawan hak. 
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan 
orang lain. 
R.Soesilo (1995 :279), menjelaskan lebih lanjut mengenai makna 
pasal 406 yakni : 
Kata “Membinasakan” = menghancurkan atau merusak sama 
sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga 
sehingga hancur, sedang kata “Merusakkan” = kurang dari pada 
membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak 
sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya 
putus pegangannya. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” = 
disini tindakan ini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak 
dapat diperbaiki lagi. Kata “Menghilangkan” = membuat sehingga 
barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan “barang”= 
barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat. 
 
Bagian inti dari delik ini (Andi Hamzah,2009 :196-197)  adalah : 
a. Sengaja 
b. Dan melawan hukum 
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c. Mengancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat 
dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang 
d. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
Pasal 407 KUHP  
(1) Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, jika harga kerugian 
yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum penjara 
selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
900,- 
(2)  Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406,ayat (1) 
dilakukan dengan memberi  zat yang dapat merusakkan jiwa atau 
kesehatan, atau jika hewan itu termasuk Pasal 101, maka 
ketentuan ayat (1) tidak berlaku. 
 
 R.Soesilo (1995 :280), mengatakan bahwa yang dapat menjadi 
kejahatan ringan hanya perusakan barang yang tersebut dalam Pasal 407 
saja ( Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410 tidak bisa) ialah : 
a) Apabila harga kerusakan itu tidak lebih dari Rp.250,- 
b) Apabila hewan yang dibunuh dan sebagainya itu bukan termasuk 
hewan yang tersebut dalam Pasal 101, dan tidak dipergunakan  zat 
yang membahayakan nyawa atau kesehatan. 
Andi Hamzah (2009:198) menyatakan  bahwa Pasal 407 KUHP ini 
disebut perusakan barang ringan (harga barang tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah). Nilai ini sudah terlalu rendah, sehingga pasal ini 
menjadi pasal tidur. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa akan menjadi delik 
biasa (bukan perusakan barang ringan) jika dalam membunuh hewan itu 
dipakai bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan atau hewan 
yang dibunuh, dirusak dan seterusnya itu termasuk Pasal 101 KUHP, yaitu 
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bintang berkuku satu (kuda), memamah biak (kerbau,sapi,dan 
sebagainya) dan babi. 
Pasal 408 KUHP : 
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai 
bangunan-bangunan,kereta api dan trem, telegraf, telepon, atau 
listrik, atau bangunan - bangunan untuk membendung, membagi 
atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan 
untuk keperluan umum , diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun.” 
 
R.Soesilo (1995:280), menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan 
Pasal 408 ini yakni : 
a) Yang dikenakan pasal ini, hanyalah perusakan dan sebagainya 
terhadap barang-barang yang disebutkan dalam pasal ini dan yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum dan yang dilakukan dengan 
sengaja (dolus). Jika dilakukan karena salahnya, kurang hati-
hatinya, kealpaan (culpa), dikenakan Pasal 409. 
b) Sedangkan bila perbuatan dalam Pasal 408 dilakukan oleh 2 orang 
atau lebih, dikenakan hukuman yang lebih berat ( Pasal 412 ). 
Bagian inti delik pada Pasal 408 (Andi Hamzah, 2009:199),adalah : 
a) Sengaja; 
b) Menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; 
c) Bangunan-bangunan kereta api dan trem, telegraf, telepon atau 
listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau 
menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk 
keperluan umum. 
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Jika pada Pasal 406 dan Pasal 407 yang dihancurkan atau 
dirusakkan adalah barang pada umumnya dan hewan, maka pada Pasal 
408 KUHP objek yang dihancurkan, dirusakkan, atau dibuat tidak dapat 
digunakan lagi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan (keperluan) 
umum. Bangunan yang bermanfaat untuk umum termasuk irigasi , saluran 
air , dan gas. 
Dengan sendirinya pidananya lebih berat daripada Pasal 406, yaitu 
pidana penjara maksimum empat tahun. Yang akan dilindungi ialah 
keamanan dan tak terganggunya lalu lintas kereta api. 
Pasal 409 KUHP : 
“Barangsiapa, yang karena kelalaian, menyebabkan bangunan-
bangunan tersebut dalam pasal diatas dihancurkan, dirusak atau 
dibuat tak dapat digunakan, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu 
lima ratus rupiah.” 
 
 Bagian inti dari delik ini adalah sama dengan Pasal 408 kecuali 
bagian inti “sengaja” dan “melawan hukum” diganti karena kelalaian 
(Andi Hamzah, 2009: 200) 
 Pasal 410 KUHP : 
 “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan 
atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah 
(gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya 
kepunyaan orang lain  dihukum penjara selama-lamanya lima 
tahun”. 
 
R.Soesilo (1995:281), menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan 
Pasal 410 ini yakni : 
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a) Disini barang yang dibinasakan harus berupa gedung atau 
perahu. Barang lain tidak masuk disini. 
b) Dalam pasal-pasal dimuka senantiasa disebutkan “merusak, 
membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dan 
menghilangkan”, sedangkan dalam pasal ini hanya ditentukan : 
“membinasakan, dan membuat sehingga tidak dapat dipakai 
lagi.” 
c) Apabila membinasakan dan sebagainya terhadap kapal itu dapat 
menimbulkan bahaya maut, dikenakan Pasal 198, sedangkan 
jika membinasakan dan sebagainya terhadap gedung itu dapat 
menimbulkan bahaya bagi umum , dikenakan Pasal 200. 
Bagian inti delik ini (Andi Hamzah, 2009:200-201) adalah  : 
a) Sengaja; 
b) Dengan melawan hukum; 
c) Menghancurkan atau membuat tidak dapat digunakan lagi; 
d) Suatu gedung atau kapal; 
e) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 
Pasal 411 KUHP: 
“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini”. 
Pasal 411 KUHP menentukan, bahwa ketentuan dalam Pasal 367 
KUHP (pencurian antar keluarga sebagai delik aduan) berlaku juga untuk 
bab menghancurkan atau merusak barang ini. Maksudnya, jika ada kata-
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kata “milik orang lain” yang dihancurkan atau dirusak, maka jika 
pemiliknya suami istri tidak terpisah meja dan ranjang tidak mungkin 
diadakan penuntutan. Jika terpisah meja dan ranjang atau keluarga 
sedarah dan semenda sampai derajad kedua, menjadi delik aduan. 
Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini. 
Pasal 412 KUHP : 
“Kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 407 KUHP, ayat (1), maka 
jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan 
bersama-sama oleh dua orang atau lebih, hukuman itu dapat 
ditambah dengan sepertiganya”. 
 
Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi kejahatan ringan 
tersebut dalam Pasal 407 ayat (1) 
Pasal 170 KUHP : 
Ayat (1):Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam 
bulan. 
Ayat (2) : Yang bersalah diancam : 
1e. Dengan penjara selama-lamanya  tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja merusakkan barang atau jika 
kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka. 
2e. Dengan penjara selama-lamanya  dua belas tahun, 
jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada 
tubuh. 
3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya orang. 
Ayat (3) : Pasal 89 tidak berlaku. 
 
Bagian inti delik ini, (Andi Hamzah, 2009:6) adalah : 
a) Melakukan kekerasan; 
b) Di muka umum atau terang-terangan (openlijk); 
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c) Bersama-sama; 
d) Ditujukan kepada barang atau orang 
 
D. Demonstrasi 
Dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia 
adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana 
kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga 
dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari 
implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat 
di muka umum dijamin oleh undang-undang (UU). (dikutip dari 
https://annlistyana.wordpress.compada pukul 01.55 Wita, 22 Mei 2015) : 
1. Undang-Undang Dasar 1945 ( Amandemen IV ) 
 Pasal 28 menyatakan bahwa :”Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” 
 Pasal 28 E ayat (3) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.” 
2. Ketetapan MPR no. XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 19 menyatakan bahwa :”Setiap orang berhak atas 
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.” 
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3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 2 
menyatakan bahwa : ”Setiap warga negara, secara perorangan 
atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai 
perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 
Demonstrasi merupakan perwujudan dari kemerdekaan 
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 
dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab 
sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 
bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan 
perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam 
menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, Kemerdekaan 
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 
dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya 
partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak 
dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan kemerdekaan 
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 
dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan 
kepentingan perorangan atau kelompok. 
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Demonstrasi atau unjuk rasa tersebut merupakan salah satu dari 
bentuk penyampaian aspirasi tersebut yang memiliki legalitas dan dijamin 
keabsahannya oleh peraturan perundang-undangan. 
Demonstrasi atau unjuk rasa adalah pernyataan protes yang 
dikemukakan secara massal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 
:250). Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pada  Pasal 1 ayat 
(3), demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan 
sebagainya secara demonstratif di muka umum. 
Demonstrasi atau unjuk rasa  adalah sebuah gerakan protes yang 
dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi biasanya 
dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang 
kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan 
sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan 
kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa 
yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas 
dengan perlakuan dari majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh 
kelompok-kelompok lain dengan tujuan tertentu. 
Demonstrasi merupakan hak asasi & ekspresi politik masyarakat 
yang dijamin konstitusi yang ditujukan untuk menyampaikan protes dan 
ketidaksepakatan terhadap Pemerintah. Aksi ini merupakan salah satu 
saluran dari proses komunikasi dalam cara menyampaikan pesan 
ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan publik, kepemimpinan politik atau 
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janji politik. Dari sisi politik, unjuk rasa menjadi salah satu partisipasi politik 
alternatif, manakala saluran konstitusional dianggap kurang efektif atau 
tak berguna. Hasil unjuk rasa akan menunjukkan apakah tuntutan dan 
ketidaksepakatan masih tetap, berubah, atau malah hancur sama sekali.  
Dalam demokrasi, aksi demonstrasi adalah hal yang wajar untuk 
mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh 
mentalitas para pengelola atau lembaga negara. Oleh karena itu tidak ada 
jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya, walaupun 
sistem sudah tertata sedemikian rupa, sebab tarik-menarik kepentingan 
juga akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain 
itu, unjuk rasa juga bisa menjadi alat kontrol, sebagai kekuatan 
pengimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.Bahkan anti 
unjuk rasa adalah khas watak kekuasaan otoriter untuk tetap berdiri tegak, 
jangankan dikritik secara bersama-sama, individu pun tidak diperbolehkan 
dalam kekuasaan yang berkarakter otoriter. 
Ada beberapa alasan mengapa sampai terjadi demonstrasi (dikutip 
dari http://saptatuju.blogspot.com/pada pukul 03.08 Wita, 22 Mei 2015) 
antara lain : 
1. Adanya ketidak adilan sosial, 
2. Ketidaksesuaian pendapat. 
3. Adanya aspirasi  dan masukan rakyat yang belum terpenuhi 
yang bermula dari inkonsistensi para pengelola negara dalam 
merealisasikan kebijakannya, 
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4. Orang awam yang hanya sekedar ingin meramaikan saja. 
Atau mungkin masih banyak lagi alasan lain yang memicu 
tergeraknya demonstrasi itu. Demonstrasi adalah hal biasa, yang perlu 
dijaga adalah ketentraman, kedamaian dan tidak anarkis. Begitupun 
pemerintah, harus benar-benar mendengar dan menyerap aspirasi yang 
disampaikan walaupun dilakukan oleh sekelompok pengunjuk rasa yang 
jumlahnya sedikit, kemudian berupaya maksimal dalam 
merealisasikannya. 
Di Indonesia, aksi unjuk rasa memang diperbolehkan selagi tidak 
berbuat anarkis, dan hal ini dilindungi oleh undang-undang negara 
republik Indonesia. Bahkan ketika pemerintah bertindak sewenang-
wenang, sulit membuka ruang dialog, cenderung mengabaikan rakyat, 
maka aksi unjuk rasa bukanlah hal yang buruk. Aksi unjuk rasa mungkin 
saja sebagai pilihan akhir, karena sudah tidak ada cara lain yang bisa 
ditempuh, dan tentu sebagai wujud kepedulian rakyat untuk mengingatkan 
pemerintah. Aksi unjuk rasa adalah peristiwa politik, dan jika dilakukan 
oleh lawan politik, itu hal yang wajar dan biasa. 
Demonstrasi atau unjuk rasa pada hakikatnya bertujuan sebagai, 
(dikutip dari http://saptatuju.blogspot.com/pada pukul 03.17 Wita, 22 Mei 
2015) : 
1. Sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. 
2. Sarana penyampaian aspirasi masyarakat. 
3. Sarana untuk mengkritik pemerintahan. 
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4. Membuka pikiran semua orang, 
5. Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk 
kepentingan bersama. 
Hanya saja dalam praktiknya, demonstrasi erat kaitannya dengan 
tindakan anarkis dari peserta pendemo. Karena di Indonesia sendiri 
tindakan anarkis kerap terjadi pada saat demonstrasi berlangsung. Hal itu 
disebabkan oleh reaksi pendemo yang cenderung belebihan terhadap 
kebijakan yang dianggap merugikan. Aksi anarkis ini merupakan salah 
satu penyimpangan dari arti penting demonstrasi ini sendiri.Sehingga, 
dampak yang ditimbulkan akibat aksi anarkis ini lebih besar dan 
cenderung pada dampak negatif yang mencakup merusak, mengganggu, 
dan merugikan. Adapun element at risk atau element yang beresiko 
diantaranya yaitu manusia, sarana dan prasarana, bangunan di sekitar 
lokasi . Dan Hal ini tentu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar 
dan akan berdampak pada ketahanan nasional Negara Indonesia. 
Dan yang paling sering terjadi dalam aksi demonstrasi yang 
berujung anarkis adalah mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi 
yang berjalan anarkis dapat mengganggu ketertiban umum, dan 
terkadang dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum 
yang mana perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana. 
 
E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
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berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut 
sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori 
lainnya. 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori penyebab 
kejahatan Menurut Topo Santoso dan E.A Zulfa (2003 :57) yaitu: 
“Teori-teori dari persektif biologis dan psikologis yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan 
yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori biologis memiliki 
asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa 
kondisi fisik dan mental yang memisahkan penjahat dan bukan 
penjahat. Teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, 
tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara 
satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang 
luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual.” 
 
Berbeda dengan teori biologis, teori sosiologis mencari alasan-
alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. 
Teori ini dapat dikelompokkan menjadi (Topo Santoso, 2003 :57-58) tiga 
kategori umum, yaitu: 
“Starain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social 
control (control social). Teori-teori strain dan penyimpangan budaya 
memusatkan perhatian pada ketentuan-ketentuan social (social 
forces) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sebaliknya, 
teeori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan 
kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Dan teori-teori 
tersebut di atas pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan 
menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan 
penjahat, namun dalam menjelaskan hal tersebut tentu terdapat 
hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.” 
 
Dalam bukunya The Criminal Personality (kepribadian kriminal), 
Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (Seorang psikologis) (Topo 
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Santoso, 2003 :49), menolak klaim para psikoanalis bahwa “Kejahatan 
disebabkan oleh konflik internal. Namun para penjahat itu sama-sama 
memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka 
memutuskan untuk melakukan kejahatan”. 
Selanjutnya menurut teori psikoanalisa (Topo Santoso, 2003 :50-
51) tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan prilaku kriminal 
dengan suatu “Conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu menguasai 
sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga 
tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan merupakan 
suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. 
Sigmund Freud (Topo Santoso, 2003:51), penemu dari 
Psychoanalysis, berpendapat bahwa: 
“Kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang 
menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Freud 
menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah 
yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan 
agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka 
perasaan bersalah mereka akan redah.” 
 
Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, 
atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya 
(yang berperan sebagai suatu penengah antar superego dan id) tidak 
mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian 
yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan 
dan dipenuhi). Superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang 
begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan 
nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan 
35 
citra seperti itu mungkin akan melahirkan ide yang tak terkendali dan 
berikutnya delinquency. 
Pendekatan psychoanalytic (Topo Santoso, 2003 :51) masih tetap 
menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial, tiga 
prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan 
yaitu: 
a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan 
melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka; 
b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, 
dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan; 
c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
Teori Strain dan penyimpangan budaya (Topo Santoso, 2003:58) 
Keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal 
berhubungan. Teori Strain beranggapan bahwa seluruh anggota 
masyarakat satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Oleh karena 
orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah 
untuk mencapai tujuan tersebut, orang-orang tersebut menjadi frustasi 
dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah di dalam 
keputusan tersebut. Sementara teori penyimpangan budaya mengklaim 
bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang 
berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. 
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Teori anomie dari Merton (Topo Santoso, 2003 :62) menekankan 
pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu: 
a) Cultural aspiration atau culture goals yang diyakini untuk 
dipergunakan; dan 
b) Institutionalised means atau accepted ways untuk mencapai tujuan 
itu. 
Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi 
dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai 
tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan kedua 
unsurtersebut, stuktrural sosial merupakan akar dari masalah 
kejahatan.Teori Strain ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di 
bawah tekanan besar mereka melakukan kejahatan, disparitas antara 
tujuan dan sarana inilah yang tekanan tadi. 
Menurut A.S.Alam (2010 :67-75), selain tiga teori penyebab 
kejahatan di atas ada beberapa teori dari perspektif lain, yaitu: 
a) Teori Labeling. 
Tokoh-tokoh teori labeling adalah Becker, Howard, Scharg, 
Lemert, dan Frank Tannenbaun. Menurut Backer, kejahatan itu 
sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-
anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki 
perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam 
situasi tertentu. Sementara menurut Scharg, ada dua konsep 
penting dalam teori labeling yaitu primary deviance dan secondary 
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deviance. Primary deviance ditujukan kepada perbuatan 
penyimpangan tingkah laku awal. Sementara secondary deviance 
adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman 
seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai 
penjahat. Sekali cap ini diletakkan pada seseorang, maka sangat 
sulit orang yang bersangkutan untuk untuk selanjutnya 
melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan 
mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan 
masyarakat terhadap dirinya. Apabila demikian halnya, proses 
penyimpangan tingkah laku atau deviant behavior, “haveng been 
created in society by control agencies representing the interest of 
dominant groups”. 
b) Teori Konflik 
Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, perlu 
secara singkat melihat model tradisional yang memandang 
kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus 
masyarakat (communal consensus). 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada 
umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, 
dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai 
sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme 
untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu 
bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperolehkan atau 
diterima masyarakat. 
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Sementara model konflik, mempertanyakan tidak hanya 
proses seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang pemegang 
kekuasaan di masyarakat yang untuk membuat dan menegakkan 
hukum. 
c) Teori radikal 
Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan 
teori radikal berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kuasa 
kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. 
Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah akibat dari 
kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan 
melalui didirikannya negara sosialis. 
Menurut Willian Chamblis, ada hubungan antara kapitalisme 
dan kejahatan, seperti dengan diindustrialisasikannya masyarakat 
kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat 
melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha 
memaksa golongan proletariat untuk tunduk dan mengalihkan 
perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka 
alami. 
Selanjutnya, masyarakat sosial akan memiliki tingkat 
kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya 
kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi ketentuan-ketentuan 
yang menjurus kepada fungsi kejahatan. 
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F. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari 
kehidupan bersama. Oleh sebab itu para ahli hukum selalu berusaha 
mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut. 
Penanggulangan kejahatan empirik (A.S. Alam, 2010:79-80) terdiri atas 
tiga bagian pokok, yaitu: 
a) Pre-Emtif 
Bahwa yang dimaksud dengan upaya pre-emtif di sini adalah 
upaya–upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan 
dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun 
ada kesempatan untuk melakukan/pelanggaran tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara ini pencegahan ini berasal dari 
teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. 
b) Preventif 
Upaya-upaya prenventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
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ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. 
c) Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang berupa penegakan hukum (law 
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
Penanggulangan setelah terjadi kejahatan pada dasarnya disebut 
represif yaitu pemberian sanksi atas setiap pelanggaran peraturan yang 
berlaku. Sanksi yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan berat 
ringannya perbuatan yang dilakukan. Tindakan represif ini berupa 
menekan secara psikis terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan 
bilamana diulangi lagi akan menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri 
dibanding kerugian bagi masyarakat pada umumnya. Hakekat dari 
tindakan ini adalah menakut-nakuti para pelaku atau mantan pelaku suatu 
kejahatan agar tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang 
telah dilakukan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, maka sangat perlu 
untuk menentukan lokasi penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
melakukan penelitian pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) 
Makassar dan instansi-instansi terkait lainnya. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 
(dua) yaitu: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil 
wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap memiliki 
pengetahuan yang luas mengenai hal yang dibahas dalam tulisan 
ini, seperti polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat di kota 
Makassar. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam 
tertulis seperti buku, kamus, literatur perundang-undangan, internet, 
koran , majalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan 
penelitian ini. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan 
penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui: 
1. Penelitian lapangan 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara dengan 
polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat. 
2. Penelitian kepustakaan (liberary research) 
Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah 
beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek 
penelitian, pokok masalah, dan materi masalah. 
 
D. Analisis Data 
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka 
penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data 
berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan 
jawaban atas permasalahan yang ditelitih dalam skipsi ini,dan selanjutnya 
diuraikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan  
Perusakan Barang yang Terjadi Dalam Aksi Demonstrasi Di 
Kota Makassar 
Sebelum membahas lebih  jauh tentang faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam aksi 
demonstrasi di kota Makassar, maka terlebih dahulu penulis akan 
memaparkan data mengenai kejahatan perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi di Kota Makassar, yang diperoleh dengan cara 
melakukan penelitian langsung ke lapangan. 
Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Kepolisian 
Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan di Pengadilan Negeri 
Makassar. Dari data yang diperoleh, penulis dapat mengetahui faktor-
faktor penyebab terjadinya kejahatan perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk 
menanggulanginya. 
Sebelum membahas tentang kasus kejahatan perusakan barang 
yang terjadi dalam aksi demonstrasi , terlebih dahulu penulis memaparkan 
kasus kejahatan perusakan barang secara umum yang terjadi di kota 
Makassar dalam kurun waktu tahun 2012-2014. Hal ini cukup penting 
untuk dijadikan perbandingan antara kejahatan perusakan barang secara 
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umum dengan kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam aksi 
demonstrasi. 
Data laporan tentang kejahatan perusakan barang secara umum 
yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar  mulai tahun 
2012- 2014 : 
Tabel 1 
Data kejahatan perusakan barang secara umum di Kota Makassar Di 
Kota Makassar Tahun 2012 – 2014 
 
No Tahun Jumlah Kasus Perusakan Barang 
1 2012 69 kasus 
2 2013 39 kasus 
3 2014 58 kasus 
Total 166 kasus 
Sumber Data : Polrestabes Makassar 
 Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa kejahatan perusakan 
barang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar terdapat 166 
kasus, dimana yang terjadi pada tahun 2012 terdapat 69 kasus, dan pada  
tahun 2013  terdapat 39 kasus, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 58 
kasus. Dari data diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi pasang surut 
dalam hal jumlah terjadinya kejahatan perusakan barang yang terjadi di 
Kota Makassar. 
 Sedangkan data kejahatan perusakan barang secara umum yang 
kasusnya diputus di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2012 - 2014 
adalah :  
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Tabel 2 
Data Kejahatan Perusakan Barang Secara Umum Yang Diputus Di 
Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012 - 2014 
No Tahun Jumlah Keterangan 
1. 2012 42 Putus 
2. 2013 28 Putus 
3. 2014 14 Putus 
TOTAL 84 Putus 
Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar 
 Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa kasus kejahatan 
perusakan barang yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar terdapat 
84 kasus, dimana yang terjadi pada tahun 2012 terdapat 42 kasus yang 
diputus, dan pada tahun 2013  terdapat 28 kasus, sedangkan pada tahun 
2014 terdapat 14 kasus yang diputus. Dari data tabel 2 diatas dapat dilihat 
bahwa jumlah kasus perusakan barang yang diputus di Pengadilan Negeri 
Makassar adalah 84 kasus yang dimana jumlah ini lebih sedikit jika 
dibandingkan dengan laporan data kasus yang ada di Polrestabes 
Makassar yaitu sebanyak 166 kasus. 
 Setelah membahas kasus kejahatan perusakan barang secara 
umum di kota Makassar, selanjutnya pembahasan pokok utama dari 
penulisan ini yaitu kasus kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam 
aksi demonstrasi. 
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Adapun data laporan tentang kejahatan perusakan barang yang 
terjadi dalam aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar mulai tahun 2012 
- 2014  adalah sebagai berikut: 
Tabel 3 
Data Kejahatan Perusakan Barang Yang Terjadi Dalam Aksi 
Demonstrasi Di Kota Makassar Tahun 2012 - 2014 
No Tahun 
Jumlah Kasus Perusakan Barang Yang 
Terjadi Dalam Aksi Demonstrasi 
1. 2012 14 kasus 
2. 2013 8 kasus 
3. 2014 11 kasus 
Jumlah 33 kasus 
Sumber Data : Polrestabes Makassar  
 Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa kejahatan perusakan 
barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di wilayah hukum Polrestabes 
Makassar terdapat 33 kasus, dimana yang terjadi pada tahun 2012 
terdapat 14 kasus, dan di tahun 2013  terdapat 8 kasus, sedangkan pada 
tahun 2014 terdapat 11 kasus. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa telah 
terjadi pula pasang surut jumlah dalam hal terjadinya kejahatan perusakan 
barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di Kota Makassar.
 Sedangkan data untuk jumlah kasus perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi yang kasusnya diputus di Pengadilan Negeri 
Makassar adalah : 
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Tabel 4 
Data Kejahatan Perusakan Barang Yang Terjadi Dalam Aksi 
Demonstrasi Yang Di Putus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 
2012 - 2014 
No Tahun Jumlah Keterangan 
1. 2012 1 Putus 
2. 2013 - - 
3. 2014 1 Putus 
TOTAL 2 Putus 
Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar 
 Berdasarkan tabel 4 di atas terlihat bahwa kasus kejahatan 
perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang yang diputus 
di Pengadilan Negeri Makassar terdapat 2 kasus, dimana yang terjadi 
pada tahun 2012 terdapat 1 kasus yang diputus, dan pada tahun 2014 
juga terdapat 1 kasus yang diputus. Dari data tabel 4 di atas dapat dilihat 
bahwa jumlah kasus perusakan barang yang terjadi dalam aksi 
demonstrasi yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar adalah 2 kasus, 
yang dimana jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan laporan 
data kasus yang ada di Polrestabes Makassar yaitu sebanyak 33 kasus. 
 Penyebab sehingga jumlah kasus perusakan barang yang ada di 
Polrestabes Makassar, dan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar 
tidak berimbang, karena berkas perkara yang ada di Polrestabes tidak 
dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sehingga umumnya data kasus 
perusakan barang yang ada di Polrestabes Makassar jauh lebih banyak 
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dibandingkan dengan kasus yang sampai diputus di Pengadilan Negeri 
Makassar. 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aiptu. Jafar 
Ahmad selaku aparat Reskrimtabes Makassar mengatakan bahwa 
penyebab sehingga kasus perusakan barang baik itu perusakan barang 
secara umum dan perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi 
tidak dilanjutkan ketahap selanjutknya disebabkan karena : 
a. Pihak korban tidak merasa keberatan dengan kerugian yang 
diterimanya; 
b. Ditinjau dari segi keamanan, apabila dilanjut kasusnya akan berdampak 
lebih besar dan luas; dan 
c. Tidak cukup alat bukti. 
 Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai faktor penyebab 
kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi, penulis 
akan mengutip hasil wawancara yang dilakukan oleh Rahmadanu, S.H. 
terhadap terpidana perusakan fasilitas kampus yang dilakukan pada saat 
aksi demonstrasi atas nama Bartho Lomeus Pakadungan Kulle, Umur 22 
tahun, mantan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus, pada 
tanggal 22 Januari 2013 di rumah kos-kosannya. Adapun hasil wawancara 
adalah sebagai berikut (Rahmadanu, 2013: 46 - 47) : 
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1) Alasan responden melakukan unjuk rasa kepada pihak birokrat 
kampus: 
 Awalnya pihak kampus (Pembantu Rektor III) menolak proposal 
permintaan dana kegiatan yang diajukan mahasiswa fakultas teknik 
mesin dengan alasan bahwa dana taktis yang untuk fakultas teknik 
mesin telah habis, diambil dan digunakan untuk program kerja 
sebelumnya. Namun mahasiswa merasa bahwa dana taktis ini belum 
pernah diambil, sebab menurut mahasiswa dana yang selama ini 
diambil adalah dana bantuan universitas. PR III bersikukuh bahwa dana 
yang sebelumnya diambil oleh mahasiswa teknik ini adalah dana taktis. 
Oleh karena terjadi kesalahpahaman antara PR III dan mahasiswa 
teknik, kemudian mahasiswa teknik yang kecewa pada pihak kampus 
melakukan unjuk rasa yang mengakibatkan perusakan fasilitas kampus 
selama 4 hari yaitu tanggal 6,7,10 dan 11 bulan Juni 2012. 
2) Faktor penyebab responden melakukan perusakan fasilitas kampus 
dalam unjuk rasa tersebut : 
- Tidak ada respon dari pihak PR III ; 
- PR III ingin membekukan lembaga kemahasiswaan  
- Penangkapan salah seorang mahasiswa yang tidak sesuai 
dengan prosedur akibat adanya laporan perusakan fasilitas 
kampus denganmenggunakan besi panjang, memancing amarah 
dan emosi mahasiswa yang lain untuk melakukan perusakan 
fasilitas kampus. 
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3) Perasaan responden setelah melakukan perusakan fasilitas kampus, 
tidak merasa bersalah : 
  Tidak merasa bersalah karena bahwa tindakan dilakukannya 
telah dan sesuai dengan prosedur tetapi pihak PR III tidak merespon 
sehingga responden menempuh jalan yang terakhir yaitu melakukan 
perusakan. 
   
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 
Bapak Reskrimtabes, Aiptu. Jafar Ahmad, menyatakan bahwa yang 
menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi di kota Makassar adalah : 
a) Terjadi komunikasi yang berbeda antara aparat kepolisian dengan 
pihak yang melakukan demonstrasi sehingga pihak yang melakukan 
demonstrasi merasa tidak puas sehingga membuat pihak yang 
melakukan demonstrasi membuat suatu tindakan agar aksinya menarik 
perhatian, salah satunya dengan melakukan perusakan-perusakan. 
b) Tujuannya tidak tercapai, artinya ketika pihak yang melakukan 
demonstrasi merasa apa yang mereka suarakan itu tidak didengar oleh 
pemerintah, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan 
melakukan perusakan-perusakan. 
c) Ada pemaksaan kehendak dari pihak yang melakukan demonstrasi. 
 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor penyebab terjadinya 
kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang 
terjadi di kota Makassar, penulis juga melakukan wawancara kepada 
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bebarapa mahasiswa yang sering melakukan aksi demonstrasi 
diantaranya : 
 Muhammad Sabirin, 23 tahun, Mahasiswa Universitas Muslim 
Indonesia yang menyatakan bahwa perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi disebabkan oleh : 
a) Tidak diindahkannya apa yang menjadi tuntutan rakyat sehingga 
aksi bentrok (perusakan barang) merupakan jalan terakhir sehingga 
apa yang mereka aspirasikan didengar dan dipenuhi. 
b) Untuk memancing reaksi  rakyat untuk membantu menyuarakan 
apa yang mereka aspirasikan untuk membela kepentingan rakyat . 
c) Ada provokasi dari pihak tertentu yang tidak sepaham dengan isu 
pokok dan pihak tidak berasal dari kelompok pengunjuk rasa. 
d) Ada kepentingan-kepentingan tertentu , baik itu untuk kepentingan 
pribadi, kelompok atau organisasi tertentu. 
e) Tindakan represif kepolisian dalam mengawal aksi demonstrasi 
yang memicu kemarahan pihak yang melakukan demonstrasi. 
 Akbar Azis, 22 tahun, Mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang 
menyatakan bahwa perusakan barang yang terjadi dalam aksi 
demonstrasi disebabkan oleh : 
a) Demonstrasi dari awal sudah direncanakan akan anarkis. 
b) Tindakan represif pihak kepolisian yang dianggap terlalu 
mengekang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para demonstran 
sehingga menyulut amarah dari demonstran . 
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c) Ada provokasi dari pihak tertentu ( penyusup ) yang tidak sepaham 
dengan isu pokok dan pihak tidak berasal dari kelompok pengunjuk 
rasa . 
 Murnaim, 23 tahun, Mahasiswa Universitas Bosowa “45” , yang 
menyatakan bahwa perusakan barang yang terjadi dalam aksi 
demonstrasi disebabkan oleh : 
a) Keinginan agar isu yang dibawakan dapat terexpose oleh media , 
terkait pengangkatan isu dan semacamnya sehingga aspirasinya 
didengar oleh korporasi  terkait sehubungan dengan tuntutannya. 
 Asraf , 22 tahun , Mahasiswa Universitas Hasanuddin , menyatakan 
bahwa perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi  
biasanya karena kerap kali aspirasi yang disampaikan tidak 
memperoleh tanggapan bahkan terkadang isu yang digaungkan kerap 
didiamkan. Oleh karena itu massa aksi melakukan aksi brutal 
termasuk melakukan perusakan barang agar aksinya jadi sorotaan 
media dan masyarakat umum dengan harapan  aspirasi serta aksi 
mereka mendapat perhatian. 
 Muhammad Fajar Lesiari , 21 tahun, Mahasiswa Universitas Indonesia 
Timur , yang menyatakan bahwa perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi disebabkan oleh : 
a) Adanya profokasi , profokasi ini bisa dating dari mana saja baik itu 
dari masyarakat ataupun dari pihak kepolisian. 
b) Situasi yang sangat statis dalam aksi demonstrasi. 
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c) Pemaksaan kehendak  
 Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menyangkut faktor-
faktor penyebab terjadinya kejahatan perusakan barang yang terjadi 
dalam aksidemonstrasidi kota Makassar,  dapat dibagi dalam beberapa 
bagian yaitu: 
1. Faktor ketidakpuasan pihak yang melakukan demonstrasi 
 Besarnya harapan akan terjadinya perubahan serta rasa lelah 
dalam melakukan demonstrasi dan merasa aspirasi yang disampaikan 
tidak didengar dan tidak dipedulikan serta menyebabkan terjadinya 
perusakan barang  dan bahkan bentrok dengan pihak kepolisian. 
Aspirasi yang tidak dipedulikan oleh pihak terkait membuat pengunjuk 
rasa merasa jenuh dan kesal sehinga mengambil jalan perusakan 
sebagai jalan terakhir agar aspirasinya dapat didengar dan dipenuhi. 
2. Faktor pemaksaan kehendak 
 Pemaksaan kehendak yang dimaksud di sini yaitu pihak yang 
melakukan demonstrasi bertindak semaunya tanpa memperhatikan 
kepentingan lain. Contoh apabila demonstrasi yang berlangsung di 
depan kantor gubernur semua pengunjuk rasa berkeinginan masuk ke 
dalam gedung tanpa memperhatikan bahwa jumlah seluruh pengunjuk 
rasa yang sangat banyak yang tentunya akan menggangu apabila 
mereka semuanya masuk ke dalam gedung tersebut. Tindakan seperti 
ini tentunya mendapatkan halangan dari pihak aparat penegak hukum 
karena dianggap akan menimbulkan kekacauan. Akibat dari 
pemaksaan kehendak ini sangat berpotensi menimbulkan tindakan-
tindakan yang melawan dengan norma-norma hukum.  
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3. Faktor provokasi dari pihak tertentu 
 Sikap provokatif dari oknum-oknum yang tidak sepaham dan tidak 
bertanggung jawab yang sering menyusup masuk ke dalam aksi 
demonstrasi berpeluang besar menyebabkan terjadinya tindakan 
perusakan barang. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti 
ini tidak berasal dari kelompok pengunjuk rasa. Selain itu seringkali juga 
sifat provokatif ini berasal dari pihak yang datang mengamankan aksi 
demonstrasi tersebut (tindakan represif aparat kepolisian). Tindakan 
berlebihan yang kadang dilakukan pihak keamanan memancing emosi 
para pihak yang melakukan demonstrasi. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan bahwa sifat provokatif sering bermula dari pihak yang 
melakukan demonstrasi yang tidak bertanggungjawab. 
4. Faktor kepentingan tertentu 
 Kepentingan tertentu maksudnya adalah aksi demonstrasi  itu juga 
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi seseorang, kepentingan kelompok 
atau organisasi tertentu. Peserta aksi demonstrasi merupakan korban 
dari kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi yang tidak 
bertanggungjawab dengan memanfaatkan peserta demonstrasi. 
Terdapat seseorang atau sekelompok orang yang sengaja membuat 
sedemikian rupa sehingga aksi demonstrasi yang mengakibatkan 
perusakan perusakan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan 
pribadi. 
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5. Sudah direncanakan sebelumnya 
 Salah satu faktor yang menyebabkan tindakan anarkis dalam 
demonstrasi yaitu kerusuhan dalam demonstrasi sudah direncanakan 
sebelumnya, kerusuhan ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak  yang 
tidak suka dengan pemerintahan yang sedang berjalan. 
 
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Aparat Kepolisian 
Dalam Menangani Kejahatan Perusakan Barang yang Terjadi 
Dalam Aksi Demonstrasi Di Kota Makassar 
 Mengingat dalam aksi demonstrasi yang terjadi di kota Makassar 
sering kali terjadi perusakan yang mengarah kepada kejahatan maka 
perlu ada solusi yang bisa menanggulangi terjadinya tindak kejahatan 
dalam proses berunjuk rasa atau tawuran. Berdasarkan wawancara 
dengan dengan Reskrimtabes kota Makassar yaitu Aiptu. Jafar Ahmad 
mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menangani kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam aksi 
demonstrasi di kota Makassar yaitu : 
1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang demonstrasi 
yang baik dan benar sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. 
 Dalam praktik unjuk rasa dewasa ini, sikap saling 
menyalahkan sering muncul diantara pengunjuk rasa dengan pihak 
kampus bahkan pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena tidak adanya 
komunikasi di antara para pihak. Sikap seperti ini akan selalu 
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muncul apabila tidak ada usaha untuk mencari jalan keluarnya. 
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal 
tersebut adalah melakukan dialog antara pengunjuk rasa dengan 
pihak kampus bahkan pihak kepolisian. Oleh karena itu perlu 
dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang unjuk rasa 
yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang no.9 
tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka 
umum ditentukan bahwa warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk: 
a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain 
b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum 
c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum 
e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. 
 Ketika pihak yang melakukan demonstrasi melanggar 
aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang tersebut, harus 
mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 
berlaku. Segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang 
tersebut harus ditaati oleh para demonstran. Apabila semua yang 
diatur dalam undang-undang tersebut ditaati dengan baik oleh 
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demonstran maka tidak akan terjadi perusakan barang yang terjadi 
saat aksi demonstrasi. 
2) Memfasilitasi demonstran dengan pihak atau instansi terkait sesuai 
dengan pihak sasaran demonstrasi tersebut. 
  Pihak kepolisian berusaha menjadi fasilitator antara yang 
melakukan aksi demontrasi dengan pihak atau instansi terkait. Pihak 
kepolisian dalam hal ini menjadi penengah dan membantu 
demonstran untuk bertemu dengan pihak terkait untuk 
menyampaikan aspirasinya sehingga para demonstran merasa 
bahwa aksi yang dilakukannya tidak sia-sia dan tepat sasaran. Pihak 
kepolisian berusaha menjadi pihak yang bisa menjadi penengah atau 
pihak yang tidak memihak di antara kedua pihak dan selanjutnya 
pihak kepolisian mempertemukan perwakilan kedua belah pihak dan 
duduk secara bersama untuk mencari akar permasalahan dan 
keinginan kedua belah pihak serta bagaimana usaha untuk 
menyelesaikan permasalah tersebut. Dengan demikian aksi 
demonstrasi anarkis dapat terhindarkan. 
3) Melakukan pendekatan persuasif kepada demonstran 
  Dengan melakukan pendekatan persuasif kepada para 
demonstran,  pihak kepolisian percaya bahwa kemungkinan untuk 
terjadi demonstrasi anarkis yang berujung pada perusakan-
perusakan dapat diminimalisir. 
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4) Menurunkan tim pengaman sesuai dengan perkiraan jumlah 
demonstran 
  Demonstrasi tidak dilakukan oleh seorang diri, demonstrasi 
biasanya dilakukan dengan jumlah peserta yang cukup banyak 
sehingga penting bagi aparat kepolisian untuk menyamakan jumlah 
tim pengamanan di lokasi demonstrasi sehingga demonstrasi 
jalannya dapat dikawal dengan baik oleh kepolisian. Dan apabila 
dirasa demonstrasi yang sedang berlangsung mulai menunjukkan 
tanda-tanda anarkis maka pihak kepolisian langsung menambah 
jumlah personil untuk mengamankan jalannya demonstrasi. 
5) Ketika telah terjadi demonstrasi anarkis di lapangan maka pihak 
kepolisian langsung merespon dengan tindakan seperti 
mempergunakan peluru asap bahkan sampai peluru karet untuk 
melumpuhkan pelaku demonstrasi anarkis agar tidak menimbulkan 
akibat  yang lebih besar lagi. 
6) Melaksanakan penegakkan hukum jika telah terjadi kejahatan 
perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi 
  Jika terdapat kerusakan akibat demonstrasi maka 
penegakan hukum harus di jalankan sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku. Pihak kepolisian berhak memproses dan melakukan 
penyidikan kepada demonstran yang dinyatakan telah melakukan 
tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Dari semua uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan 
yaitu: 
1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perusakan 
barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di kota Makassar adalah 
faktor ketidakpuasan pihak yang melakukan demonstrasi, adanya 
faktor pemaksaan kehendak, adanya provokasi dari pihak-pihak  
tertentu, adanya faktor kepentingan tertentu dan memang sudah 
direncanakan sebelumnya. 
2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi terjadinya kejahatan perusakan barang yang terjadi 
dalam aksi demonstrasi di kota Makassar yaitu dengan memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang demonstrasi yang baik dan 
benar sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, memfasilitasi 
demonstran dengan pihak atau instansi terkait sesuai dengan pihak 
sasaran demonstrasi tersebut, melakukan pendekatan persuasif 
kepada demonstran, Menurunkan tim pengaman sesuai dengan 
perkiraan jumlah demonstran, Ketika telah terjadi demonstrasi 
anarkis di lapangan maka pihak kepolisian langsung merespon 
dengan tindakan seperti mempergunakan peluru asap bahkan 
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sampai peluru karet untuk melumpuhkan pelaku demonstrasi anarkis 
agar tidak menimbulkan akibat  yang lebih besar lagi, dan 
Melaksanakan proses  penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jika telah terjadi kejahatan 
perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi. 
 
B. Saran 
 Dalam usaha mencari upaya-upaya penanggulangan terhadap 
tindak pidana perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di 
kota Makassar, Penulis menyarankan agar kepolisian melakukan 
berbagai cara lain yang dapat menanggulangi perusakan barang yang 
terjadi dalam aksi demonstrasi di kota Makassar diantaranya : 
a) Menurunkan unit khusus untuk menyusup ke dalam massa 
demonstrasi untuk mengidentifikasi dan mengamankan lebih dini 
anggota dari massa demonstrasi yang sekiranya dapat diduga akan 
melakukan tindakan anarkis dalam melakukan demonstrasi. 
b) Memperbanyak sarana dan prasarana yang dapat mempermudah 
proses dalam menampung aspirasi masyarakat agar keinginan dan 
harapan masyarakat dapat terealisasikan. 
c) Melakukan pendataan secara menyeluruh, bukan hanya koordinator 
lapangan demonstrasi yang didata, tetapi seluruh peserta 
demonstrasi agar dapat lebih memudahkan pengidentifikasian 
peserta demontrasi, dan mengidentifikasi jika ada penyusup yang 
hendak membuat demonstrasi menjadi anarkis. 
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